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ABSTRACT  
This article examines and compares the legal standing of public accountants’ investigative 
reports as evidentiary support in corruption cases in Indonesia and Malaysia. The analysis 
focuses on: (i) the admissibility pathways of investigative reports within each evidentiary 
system, (ii) the evidentiary weight of such reports as tested in court, and (iii) the institutional 
design shaping their use—particularly in proving the element of state financial loss. The 
study applies a normative legal method using statutory, conceptual, and comparative 
approaches, based on a literature review of relevant legislation, doctrines, and legal 
materials. The findings indicate that in Indonesia, investigative reports issued by public 
accountants do not operate as an independent category of evidence; rather, they must be 
accommodated within the evidentiary categories under the Criminal Procedure Code 
(KUHAP), primarily as expert testimony and/or documentary evidence, making their 
probative value derivative and highly dependent on litigation strategy and judicial 
assessment. With respect to proving state financial loss, the Indonesian framework reflects a 
normative–institutional tension between the space opened by the Explanatory Note to 
Article 32 of the Anti-Corruption Law and the post-codification tendency to anchor such 
proof to state audit authorities under the Explanatory Note to Article 603 of the 2023 
Criminal Code (effective 2 January 2026), which affects legal certainty for non-state 
investigative reports. By contrast, Malaysia provides a more explicit foundation for expert 
evidence under the Evidence Act 1950 and operationalizes the testing of expert proof through 
the combined use of written reports and oral testimony, reinforced by professional ethics and 
procedural guidance on the preparation of expert reports. These findings suggest the need to 
strengthen Indonesia’s evidentiary framework to ensure a more consistent and accountable 
use of public accountants’ investigative reports, without undermining fair trial principles 
and the governance of state-loss proof. 
Keywords: Public Accountants; Investigative Services; Forensic Accounting; Evidence; 
Expert Testimony; Corruption; State financial Loss; Comparative Law; Indonesia; Malaysia 
 
ABSTRAK 
Artikel ini menganalisis dan membandingkan kedudukan hukum laporan akuntan publik 
dalam jasa investigasi sebagai bagian dari pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia 
dan Malaysia. Fokus utama berada pada (i) jalur penerimaan (admissibility) laporan 
investigatif dalam sistem pembuktian, (ii) bobot pembuktian (weight) laporan melalui 
mekanisme pengujian di persidangan, serta (iii) desain kelembagaan yang memengaruhi 
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penggunaan laporan tersebut, khususnya pada pembuktian unsur kerugian keuangan 
negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan 
perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum, melalui studi kepustakaan 
atas peraturan, doktrin, dan sumber hukum relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa di 
Indonesia laporan jasa investigasi akuntan publik tidak berdiri sebagai alat bukti mandiri, 
melainkan harus dikonstruksikan ke dalam kategori alat bukti KUHAP, terutama sebagai 
keterangan ahli dan/atau surat, sehingga kekuatan pembuktiannya bersifat derivatif dan 
sangat bergantung pada strategi pembuktian serta penilaian hakim. Di sisi lain, pada 
konteks pembuktian kerugian negara, terjadi tarik-menarik normatif-institusional antara 
ruang yang diberikan Penjelasan Pasal 32 UU Tipikor dengan kecenderungan penguncian 
otoritas pemeriksaan melalui Penjelasan Pasal 603 KUHP (berlaku 2 Januari 2026), yang 
berdampak pada kepastian hukum penggunaan laporan investigatif pihak non-negara. 
Sebaliknya, Malaysia memberikan pengakuan lebih eksplisit terhadap expert evidence 
melalui Evidence Act 1950 serta menormalisasi keterujian bukti ahli melalui kombinasi 
laporan dan testimoni, diperkuat oleh etika profesi dan pedoman prosedural penyusunan 
expert report. Temuan ini mengindikasikan perlunya penguatan kerangka pembuktian di 
Indonesia agar pemanfaatan laporan investigasi akuntan publik lebih akuntabel dan 
konsisten, tanpa mengurangi prinsip fair trial dan tata kelola pembuktian kerugian negara.  
Kata Kunci: Akuntan Publik; Jasa Investigasi; Akuntansi Forensik; Alat Bukti; Keterangan 
Ahli; Korupsi; Kerugian Keuangan Negara; Perbandingan Hukum; Indonesia; Malaysia 
 
PENDAHULUAN  

Tindak pidana korupsi merupakan extraordinary crime yang umumnya 
melibatkan skema transaksi keuangan kompleks, rekayasa dokumen, dan praktik 
penyembunyian jejak yang menuntut dukungan pembuktian berbasis keahlian 
teknis. Dalam konteks tersebut, audit investigatif dan akuntansi forensik menjadi 
instrumen penting untuk menelusuri aliran dana, memetakan modus, serta 
mendukung pencegahan melalui penguatan pengendalian dan transparansi (Sia & 
Sujono 2024; Hakim 2014; Fitriyah & Sidharta 2013). 

Secara konstitusional, Indonesia menegaskan diri sebagai negara hukum 
sehingga pembuktian dalam proses peradilan semestinya mengarah pada 
pencapaian keadilan substantif, tanpa mengabaikan kepastian hukum (UUD 1945; 
Sujono et al. 2024; MD 2009). Namun demikian, sistem pembuktian pidana Indonesia 
masih bertumpu pada kerangka yang limitatif sebagaimana ditetapkan dalam 
KUHAP, sehingga pemanfaatan bukti keahlian modern, termasuk laporan akuntan 
publik atas jasa investigasi, sering memunculkan perdebatan mengenai bentuk, 
kekuatan, dan mekanisme penerimaannya di persidangan (Husin 2022). 

Urgensi persoalan menguat ketika pembuktian perkara korupsi dipertautkan 
dengan kebutuhan pembuktian unsur tertentu (khususnya aspek kerugian 
keuangan negara) (Andini & Sumanto, 2025) dan desain kewenangan pihak yang 
berwenang melakukan perhitungan. Dalam kerangka ini, Pasal 32 UU Tipikor dan 
penafsiran otentiknya menjadi rujukan normatif mengenai kemungkinan 
penggunaan perhitungan profesional (akuntan publik) dalam proses penegakan 
hukum (Undang-Undang No. 15 Tahun 2006; Rahmat 2020; Supena 2022). Namun 
dalam praktik kelembagaan, perhitungan kerugian negara oleh lembaga audit 
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negara cenderung dominan menjadi rujukan, sehingga menimbulkan konsekuensi 
terhadap posisi laporan investigatif pihak profesional non-negara (BPK RI n.d.; 
Undang-Undang No. 15 Tahun 2006). Pemusatan peran tersebut juga memunculkan 
isu tata kelola peradilan, efektivitas pembuktian, serta prinsip peradilan yang 
sederhana, cepat, dan biaya ringan (Supena 2022; Boboy et al. 2021; Safitri et al. 2019; 
Pradana et al. 2019). 

Di sisi lain, berbagai kajian menyoroti bahwa pemusatan kewenangan 
pembuktian tertentu pada satu otoritas berpotensi menimbulkan ketidakpastian, 
khususnya saat berhadapan dengan kebutuhan pembuktian yang memerlukan 
keahlian spesifik dan pembacaan fakta keuangan yang sangat teknis (BPHN 2023; 
Boboy 2021; Dandapala 2025; BPHN 2023). Sejumlah putusan dan praktik litigasi di 
Indonesia juga menunjukkan adanya ruang pemanfaatan laporan profesional 
sebagai dasar argumentasi pembuktian, namun belum berada dalam kerangka yang 
konsisten dan tegas (Kristin 2025; Isworo & Malik 2025; Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 84/PUU-IX/2011; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
59/PUU-XVI/2018). Literatur hukum pembuktian turut menggarisbawahi bahwa 
bukti keahlian berisiko diperlakukan tidak seragam apabila tidak ditopang kerangka 
normatif yang jelas (Ineke & Yusuf 2025; IAPI 2021). 

Di sisi profesi, perkembangan akuntansi forensik dan audit investigatif 
memperlihatkan kebutuhan standar kerja, etika, dan pengaturan relasi profesional, 
termasuk isu kerahasiaan dokumen dan batas penggunaan laporan, agar selaras 
dengan kebutuhan pembuktian pidana (Ramadanti et al. 2025; Susanto 2018; IAPI 
2021). Tekanan terhadap ruang peran profesional non-negara semakin relevan 
dengan adanya dinamika pengaturan pascakodifikasi melalui Penjelasan Pasal 603 
UU No. 1 Tahun 2023, yang berimplikasi pada posisi perhitungan/temuan 
investigatif di luar lembaga audit negara dan berpotensi membatasi ruang 
pembuktian yang memerlukan dukungan keahlian akuntansi forensik 
(Wahyudianto 2018; Boboy et al. 2021). 

Dalam situasi demikian, pendekatan hukum yang lebih responsif dan 
berorientasi tujuan (misalnya melalui lensa Teori Hukum Progresif) menjadi relevan 
untuk menilai apakah desain pembuktian telah memadai menghadapi karakter 
korupsi modern (Sujono, 2020), sekaligus tetap menjaga prinsip-prinsip fair trial 
(Aulia 2018; Pratama & Widyaningsih 2025). Kondisi Indonesia tersebut menjadi 
semakin jelas apabila dibandingkan dengan Malaysia, terutama terkait desain 
penerimaan bukti keahlian (expert evidence) dan kepastian hukum atas penggunaan 
temuan profesional dalam proses peradilan (Sulistyani 2019). Literatur akuntansi 
forensik di Malaysia menunjukkan keterlibatan praktisi secara rutin dalam 
investigasi fraud dan sengketa, serta pemanfaatan temuan dan laporan profesional 
sebagai bagian dari pembuktian (Ibrahim & Abdullah 2010; Tahir et al. 2017; Kumar 
& Gunaseelan 2009; Gomes 2018; Eddie 2013). Selain itu, pedoman profesi seperti 
Guidelines on Forensic Accounting and Fraud Investigation turut mempertegas standar 
dan peran laporan forensik, yang pada akhirnya memberi kepastian lebih kuat 
dibandingkan kerangka hukum Indonesia yang masih berada dalam area abu-abu 
(MIA 2018). 
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Pada penelitian ini dirumuskan dua pertanyaan pokok sebagai berikut: (1) 

Bagaimana pengaturan hukum di Indonesia terhadap kedudukan laporan akuntan 
publik dalam jasa investigasi terhadap pembuktian tindak pidana korupsi? (2) Apa 
persamaan dan perbedaan kedudukan hukum laporan jasa investigasi akuntan 
publik antara Indonesia dan Malaysia, serta bagaimana implikasinya bagi sistem 
hukum di Indonesia? 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum laporan hasil 
jasa investigasi yang disusun oleh akuntan publik dalam kerangka pembuktian 
tindak pidana korupsi di Indonesia. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana 
norma pembuktian dan praktik penegakan hukum memposisikan laporan 
investigatif tersebut, termasuk keterkaitannya dengan pembuktian unsur yang 
relevan dalam perkara korupsi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan melakukan 
kajian komparatif dengan Malaysia guna mengidentifikasi bagaimana sistem 
hukum negara tersebut mengakui, menilai, dan menggunakan laporan jasa 
investigasi dalam proses pembuktian, serta merumuskan implikasi dan peluang 
pembaruan hukum yang dapat dipertimbangkan bagi penguatan sistem 
pembuktian dan kepastian hukum di Indonesia. 

Secara subjektif, penelitian ini diharapkan memperluas wawasan penulis 
dalam bidang hukum pembuktian, hukum pidana ekonomi, dan keterkaitan antara 
profesi akuntan publik dengan sistem peradilan pidana. Pada saat yang sama, 
penelitian ini dimaksudkan untuk memperkaya literatur akademik mengenai 
sinergi profesi akuntan publik dalam mendukung penegakan hukum tindak pidana 
korupsi, sekaligus menyediakan dasar argumentasi ilmiah bagi penguatan peran 
profesi melalui kerangka hukum yang lebih jelas. 

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan mencakup manfaat teoretis dan 
praktis. Dari aspek teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi 
pengembangan kajian hukum pembuktian serta hukum profesi akuntan publik, 
khususnya pada isu kedudukan dan kekuatan pembuktian laporan investigatif. Dari 
aspek praktis, temuan penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi 
pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum dan organisasi profesi, 
dalam memperkuat efektivitas kolaborasi antara proses investigasi profesional 
berbasis keahlian akuntansi dan kebutuhan pembuktian di peradilan tindak pidana 
korupsi. 

 
METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal) yang 
berfokus pada pengkajian norma hukum positif (law in books) melalui analisis 
terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan bahan hukum lainnya yang 
relevan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian diarahkan untuk menganalisis 
kedudukan hukum laporan jasa investigasi oleh akuntan publik dalam pembuktian 
tindak pidana korupsi di Indonesia dan Malaysia, dengan bertumpu pada 
konstruksi normatif sistem hukum kedua negara, bukan pada pengumpulan data 
empiris di lapangan. Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-
undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan 
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pendekatan perbandingan (comparative approach). Pendekatan perundang-undangan 
digunakan untuk menelaah regulasi yang menjadi dasar analisis, antara lain UU 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 
2001), KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981), UU Akuntan Publik (UU No. 5 Tahun 2011), 
serta Standar Jasa Investigasi yang diterbitkan IAPI (IAPI, 2021). Pada konteks 
Malaysia, penelaahan mencakup antara lain Malaysian Anti-Corruption 
Commission Act 2009 dan pedoman profesi MIA Forensic Guidelines (MIA, 2018). 
Pendekatan konseptual digunakan untuk merumuskan dan menajamkan konsep 
kunci seperti jasa investigasi akuntan publik, akuntansi forensik, alat bukti ahli 
(expert evidence), serta kedudukan laporan akuntan forensik dalam pembuktian 
tindak pidana korupsi. Selanjutnya, pendekatan perbandingan digunakan untuk 
menguji persamaan–perbedaan desain pembuktian dan implikasinya terhadap 
penguatan kerangka hukum di Indonesia. Sumber bahan hukum dalam penelitian 
ini mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, 
putusan pengadilan, dan instrumen hukum relevan; serta bahan hukum sekunder 
berupa buku teks, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan pandangan para pakar di 
bidang hukum pidana, hukum acara pidana, dan akuntansi forensik. Pengumpulan 
bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan langkah 
penelusuran, inventarisasi, dan pengkajian secara sistematis. Analisis dilakukan 
menggunakan analisis kualitatif yuridis, yaitu menguraikan, menginterpretasikan, 
dan mengkonstruksikan norma untuk menjawab rumusan masalah, melakukan 
perbandingan kedudukan hukum di kedua negara, serta menyusun argumentasi 
dan kesimpulan secara logis, sistematis, dan preskriptif.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Indonesia Kedudukan Laporan Jasa Investigasi Akuntan Publik dalam Pembuktian 
TIPIKOR  
1. Gerbang pembuktian: Laporan investigative tidak berdiri sendiri, harus 

“masuk” KUHAP 
Rancangan pembuktian pidana Indonesia menempatkan pembuktian 

sebagai konstruksi kumulatif antara alat bukti yang sah dan keyakinan hakim 
(negatief wettelijk bewijstheorie). Prinsip ini tercermin dalam ketentuan bahwa 
hakim tidak boleh menjatuhkan pidana tanpa sekurang-kurangnya dua alat bukti 
yang sah disertai keyakinan hakim (KUHAP, Pasal 183). Pada saat yang sama, 
KUHAP membatasi jenis alat bukti hanya pada lima kategori, yaitu keterangan 
saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa (KUHAP, Pasal 
184 ayat (1)). Konsekuensinya, laporan jasa investigasi akuntan publik tidak 
dikenal sebagai alat bukti mandiri, melainkan harus ditempatkan melalui “pintu 
masuk” yang tersedia, terutama sebagai keterangan ahli dan/atau alat bukti surat 
(Husin, 2022; Ineke & Yusuf, 2025). 

Pada jalur keterangan ahli, substansi teknis dalam laporan investigatif pada 
hakikatnya berfungsi sebagai dasar metodologis dari pendapat ahli yang 
disampaikan di persidangan. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian laporan 
investigatif cenderung meningkat apabila akuntan publik dihadirkan sebagai ahli 
untuk menjelaskan metode, data, dan alasan kesimpulan, serta pendapatnya 
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dapat diuji melalui pemeriksaan di muka sidang (Husin, 2022; Sulistyani, 2019). 
Sementara itu, dalam jalur alat bukti surat, laporan investigatif dapat diajukan 
sebagai dokumen yang relevan sepanjang memiliki keterkaitan dengan fakta yang 
dibuktikan; namun bobotnya tetap bersifat derivatif karena harus dikaitkan 
dengan kombinasi alat bukti lain dan penilaian hakim dalam kerangka Pasal 183 
KUHAP (KUHAP, Pasal 183; KUHAP, Pasal 184 ayat (1)). 
2. Mengapa laporan investigatif menjadi isu sentral pada tipikor: pembuktian 

kerugian keuangan negara 
Perdebatan mengenai kedudukan laporan investigatif menguat terutama 

dalam perkara korupsi yang menitikberatkan pembuktian pada unsur kerugian 
keuangan negara/perekonomian negara, karena unsur ini membutuhkan 
verifikasi teknis dan kuantifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara 
metodologis (Supena, 2022; Rahmat, 2020). Pada rezim keuangan negara, kerugian 
negara dipahami sebagai kekurangan yang nyata dan pasti jumlahnya, sehingga 
kebutuhan pembuktian sering bergeser dari “indikasi” menuju penghitungan 
yang dapat diuji dan dijelaskan secara ilmiah (BPK RI, n.d.; BPHN, 2023). Dalam 
konteks inilah audit investigatif/akuntansi forensik berfungsi untuk 
merekonstruksi transaksi, menguji data, dan menjelaskan kausalitas kerugian 
secara teknis (Sia & Sujono, 2024; Fitriyah & Sidharta, 2013; Hakim, 2014). 
3. Ruang normative bagi akuntan publik: Penjelasan Pasal 32 UU TIPIKOR 

sebagai “kunci baca” 
Secara normatif, Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor memberikan 

parameter operasional bahwa kerugian keuangan negara yang “secara nyata telah 
ada” adalah kerugian yang “sudah dapat dihitung jumlahnya” berdasarkan hasil 
temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (UU Tipikor, 
Penjelasan Pasal 32 ayat (1)). Karena penjelasan tersebut bersifat penafsiran 
otentik dari pembentuk undang-undang, norma ini menyediakan legitimasi 
bahwa akuntan publik dapat memiliki peran dalam penghitungan pada konteks 
Pasal 32 (UU Tipikor, Penjelasan Pasal 32 ayat (1)). 

Namun, ruang normatif tersebut tidak otomatis mengubah status laporan 
investigatif menjadi bukti yang “pasti” kuat, karena secara prosedural ia tetap 
harus melewati gerbang KUHAP (dikonstruksikan sebagai keterangan ahli 
dan/atau surat), serta secara praktis berhadapan dengan preferensi kelembagaan 
dalam pembuktian kerugian negara (KUHAP, Pasal 183; KUHAP, Pasal 184 ayat 
(1); Supena, 2022; BPK RI, n.d.). 
4. Desain kelembagaan pembuktian: dominasi audit negara dan risiko  single 

gate 
Dalam praktik, pembuktian kerugian negara cenderung menguat pada 

kanal lembaga audit negara. Penguatan peran institusional tersebut sejalan 
dengan fondasi konstitusional BPK (UUD 1945, Pasal 23E) dan kerangka undang-
undang yang terkait dengan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara (Undang-Undang No. 15 Tahun 2006). Kondisi ini membuat 
laporan investigatif pihak profesional non-negara, termasuk akuntan publik, 
sering ditempatkan sebagai pelengkap atau pendukung argumentasi, bukan 
sebagai kanal utama pembuktian kerugian negara (BPK RI, n.d.; Supena, 2022). 
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Konsekuensi tata kelola dari dominasi kanal tunggal ialah potensi bottleneck 
pembuktian yang berimplikasi pada efektivitas penegakan hukum dan prinsip 
peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Supena, 2022; Boboy et al., 
2021; Safitri et al., 2019). Selain itu, desain yang terlalu dominan pada satu institusi 
audit berpotensi menimbulkan perdebatan tentang fairness prosedural dan 
persepsi konflik kepentingan, meskipun secara formal sering dibingkai sebagai 
kebutuhan standardisasi penghitungan (Boboy et al., 2021; BPHN, 2023). 
5. Titik balik pascakodifikasi: Penjelasan Pasal 603 KUHP dan ketegangan 

harmonisasi norma 
Dinamika tersebut memperoleh tekanan baru melalui KUHP Nasional (UU 

No. 1 Tahun 2023) yang berlaku pada 2 Januari 2026. Penjelasan Pasal 603 
mengarahkan pemahaman “merugikan keuangan negara” agar bertumpu pada 
hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan (UU No. 1 Tahun 2023, 
Penjelasan Pasal 603). Penekanan ini menggeser titik berat dari sekadar 
metodologi penghitungan menuju otoritas kelembagaan pemeriksa, sehingga 
membuka ruang pembacaan bahwa pembuktian kerugian negara semakin dikunci 
pada audit negara (UU No. 1 Tahun 2023, Penjelasan Pasal 603). 

Implikasinya, muncul ketegangan harmonisasi antara Penjelasan Pasal 32 
UU Tipikor yang membuka kanal “akuntan publik yang ditunjuk” dengan 
Penjelasan Pasal 603 KUHP yang cenderung menguatkan audit negara sebagai 
rujukan pemeriksaan. Ketegangan ini berdampak pada kepastian hukum 
mengenai kapan dan bagaimana laporan investigatif akuntan publik (Arens et al., 
2017; Albrecht et al., 2009) dapat dipakai secara efektif dalam pembuktian, 
khususnya jika laporan tersebut dimaksudkan untuk mendukung unsur kerugian 
keuangan negara (UU Tipikor, Penjelasan Pasal 32 ayat (1); UU No. 1 Tahun 2023, 
Penjelasan Pasal 603; Supena, 2022). 
6. Standar Profesi: Menaikkan kualitas dan akuntabilitas, tetapi belum 

otomatis menjadi kepastian yuridis pembuktian 
Dari sisi profesi, Standar Jasa Investigasi (SJI) yang diterbitkan IAPI 

memperkuat metodologi, dokumentasi, integritas, serta batas peran akuntan 
publik dalam penugasan investigatif. Standar tersebut menegaskan bahwa 
laporan investigatif merupakan hasil pemeriksaan profesional yang bersifat teknis 
dan tidak menggantikan kewenangan hakim dalam menilai perbuatan melawan 
hukum maupun kesalahan pidana (IAPI, 2021). Dengan demikian, standar profesi 
berfungsi meningkatkan reliabilitas dan kesiapan laporan untuk diuji sebagai 
bagian dari keterangan ahli. 

Namun, peningkatan kualitas profesional tersebut tidak serta-merta 
menghasilkan kepastian yuridis dalam pembuktian. Kepastian pembuktian tetap 
sangat ditentukan oleh: (i) konstruksi laporan ke dalam kategori alat bukti 
KUHAP dan (ii) desain kelembagaan pembuktian kerugian negara yang semakin 
mengarah pada audit negara, terutama pascakodifikasi melalui Penjelasan Pasal 
603 KUHP (KUHAP, Pasal 183; KUHAP, Pasal 184 ayat (1); IAPI, 2021; UU No. 1 
Tahun 2023, Penjelasan Pasal 603). Oleh karena itu, posisi laporan jasa investigasi 
akuntan publik dalam perkara tipikor di Indonesia pada praktiknya bersifat 
derivatif: dapat bernilai kuat ketika disajikan sebagai expert testimony yang teruji 
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dan relevan, tetapi tetap menghadapi ketidakpastian ketika diposisikan sebagai 
basis utama pembuktian kerugian negara dalam lanskap regulasi dan 
kelembagaan yang menguatkan audit negara. 

 
Malaysia : Kedudukan Laporan Jasa Investigasi Forensic Accounting Akuntan 
Publik dalam Pembuktian TIPIKOR 
1. Basis normatif: Evidence Act 1950 dan pengakuan expert evidence  

Dalam sistem pembuktian Malaysia, keterangan ahli (expert evidence) 
memiliki dasar normatif yang eksplisit dan operasional melalui Evidence Act 1950 
(Act 56) (Evidence Act 1950, s.45). Section 45 Evidence Act 1950 menegaskan 
bahwa ketika pengadilan perlu membentuk pendapat mengenai foreign law, 
science or art, atau isu tertentu seperti identitas/keaslian tulisan tangan maupun 
sidik jari, maka pendapat orang yang “specially skilled” merupakan fakta yang 
relevan (relevant facts) dan orang tersebut diposisikan sebagai expert. Dengan 
kerangka demikian, pendapat ahli ditempatkan sebagai bantuan teknis yang sah 
untuk membantu hakim menilai hal-hal yang berada di luar pengetahuan awam, 
sehingga membuka ruang bagi penggunaan temuan forensic accounting pada 
perkara yang bersifat teknis. (Nasri & Noor, 2024). 
2. Parameter admissibility: relevansi isu teknis dan kompetansi “specially 

skilled”  
Secara metodologis, logika penerimaan (admissibility) expert evidence 

bertumpu pada prasyarat relevansi fungsional, yakni isu yang dibuktikan 
memang membutuhkan pengetahuan khusus sehingga pengadilan perlu 
membentuk pendapat dengan bantuan ahli (Evidence Act 1950, s.45). Pada 
perkara keuangan yang kompleks—misalnya penelusuran transaksi, rekonstruksi 
aliran dana, pengujian kewajaran angka, dan pengungkapan modus, analisis 
berbasis keahlian teknis secara konseptual berada dalam spektrum science or art 
yang menjadi pintu masuk Section 45 (Evidence Act 1950, s.45). Prasyarat 
berikutnya ialah kompetensi ahli, yaitu pemberi pendapat harus dapat dibuktikan 
sebagai pihak yang “specially skilled”. Dalam literatur Malaysia, frasa science or art 
dipahami secara luas sehingga disiplin forensik dapat termasuk di dalamnya 
sepanjang berkarakter ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan metodologinya 
(Rajamanickam, Rahim, & Ngah, 2012). 
3. Bentuk pembuktian: laporan ahli tidak berdiri sendiri, tetapi “paket” 

dengan testimoni 
Selain dasar penerimaan, Evidence Act 1950 menunjukkan preferensi pada 

keterangan lisan yang langsung (direct oral evidence) (Evidence Act 1950, s.60). 
Section 60 menegaskan bahwa keterangan lisan harus bersifat langsung, dan 
ketika merujuk pada “opinion” beserta dasar opininya, keterangan tersebut 
semestinya berasal dari orang yang memegang opini berikut dasar-dasarnya 
(Evidence Act 1950, s.60). Dalam praktik pembuktian, hal ini mengarahkan bahwa 
laporan forensic accounting idealnya tidak berdiri sebagai dokumen pasif, 
melainkan diperkuat melalui testimoni ahli agar metode, data, dan penalarannya 
dapat diuji melalui mekanisme pemeriksaan di persidangan 
4. Konsekuensi bagi “posisi laporan”: fokus pada weight (bobot) melalui uji 
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metodologi 
Implikasi desain tersebut adalah pergeseran fokus dari sekadar “kategori 

alat bukti” menuju uji reliabilitas pendapat ahli (Evidence Act 1950, s.45). Dengan 
demikian, bobot pembuktian (weight) laporan forensic accounting ditentukan 
terutama oleh kualifikasi ahli, koherensi metode, basis data yang dipakai, serta 
konsistensi penalaran yang dapat diuji dalam persidangan (Azhar, 2023). 
Kerangka ini cenderung membuat laporan forensic accounting lebih “admissible-
ready” sepanjang disusun sebagai reasoned expert opinion dan disertai kesiapan 
ahli untuk diuji (Alias, 2024). 
5. Desain kelembagaan penegakan TIPIKOR: MACC–AGC dan kebutuhan 

bukti keahlian  
Dalam penegakan tindak pidana korupsi di Malaysia, terdapat pembagian 

fungsi yang relatif tegas antara investigasi dan penuntutan (UNCAC, Country 
Review Report: Malaysia). Pada ranah investigasi, peran utama dijalankan oleh 
Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC/SPRM), sedangkan ranah 
penuntutan berada pada Attorney General’s Chambers (AGC) sebagai otoritas 
penuntutan. Desain kelembagaan ini mendorong kebutuhan bukti keahlian 
karena temuan investigasi yang bersifat teknis (dokumen dan transaksi keuangan) 
harus “diterjemahkan” menjadi bukti yang relevan dan dapat diuji di pengadilan  
(Evidence Act 1950, s.45). 
6. Ekosistem pembuktian: admissibility, etika profesi, dan standar prosedural 

laporan ahli  
Posisi akuntan forensik sebagai expert witness dalam pembuktian tidak 

hanya ditopang oleh norma Evidence Act 1950, tetapi juga oleh ekosistem etik-
profesional dan ekspektasi prosedural mengenai laporan ahli. Kombinasi antara 
dasar hukum pembuktian, penguatan etika profesi, dan kerangka penyusunan 
expert report membangun standar keterujian yang lebih sistematis dalam 
pemakaian pendapat ahli di forum peradilan (Nurbazla Ismail et al., 2021). 
7. Penguatan profesi: By-Laws MIA (integritas, independensi, konflik 

kepentingan)  
Dalam konteks Malaysia, kredibilitas ahli tidak semata soal kepakaran, 

tetapi juga menyangkut integritas dan independensi (Nurbazla Ismail et al., 2021). 
Penguatan ini ditata melalui By-Laws (On Professional Ethics, Conduct and 
Practice) yang dikeluarkan Malaysian Institute of Accountants (MIA) dan memuat 
prinsip fundamental etika, kerahasiaan, serta pengendalian ancaman 
independensi/advokasi dalam layanan yang terkait sengketa (MIA, 2024). By-
Laws juga menempatkan litigation support services sebagai layanan yang dapat 
mencakup peran sebagai expert witness dan penghitungan kerugian/damages, 
sehingga relasi peran akuntan forensik dengan proses peradilan berada dalam 
pagar etik yang jelas.  
8. Standarisasi laporan ahli: Rules of Court 2012 (Order 40A) dan overriding 

duty to the Court  
Kerangka prosedural tentang expert report di Malaysia dirumuskan secara 

operasional melalui Rules of Court 2012, khususnya Order 40A (Rules of Court 
2012, Order 40A). Order 40A menegaskan bahwa bukti ahli pada umumnya 
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diberikan melalui laporan tertulis yang ditandatangani dan dilampirkan dalam 
affidavit, disertai pernyataan tanggung jawab ahli atas laporan tersebut. Order 
40A juga mensyaratkan konten minimum, antara lain kualifikasi ahli, 
literatur/material yang digunakan, isu yang diminta dinilai, dasar opini, rincian 
uji/eksperimen bila ada, ragam pendapat dan alasan memilih, ringkasan 
kesimpulan, serta pernyataan memahami overriding duty kepada pengadilan. 
Walaupun rezim ini berada dalam konteks prosedural perdata, strukturnya 
menunjukkan best practice bahwa laporan ahli harus transparan mengenai 
kompetensi, metodologi, dan akuntabilitas kepada pengadilan (Alias, 2024). 
Dengan kombinasi By-Laws MIA dan Rules of Court 2012, laporan forensik 
terdorong menjadi reasoned expert report yang siap diuji, bukan sekadar memo 
temuan. (MIA, 2024). (Rules of Court 2012, Order 40A). 
9. Kesimpulan: kedudukan laporan forensic accounting di Malaysia  

Secara keseluruhan, Malaysia menyediakan landasan penerimaan yang 
lebih tegas bagi laporan forensic accounting melalui pengakuan expert evidence 
sebagai relevant facts pada Section 45 Evidence Act 1950. Nilai pembuktian 
laporan forensik diperkuat melalui desain pembuktian yang menekankan 
keterujian pendapat ahli, terutama melalui kombinasi laporan dan testimoni yang 
dapat diuji di persidangan. (Evidence Act 1950, s.60). Di saat yang sama, integritas 
dan independensi ahli dijaga oleh kerangka etik profesi MIA, sementara format 
dan standar minimal expert report dipandu oleh Rules of Court 2012). Kombinasi 
norma pembuktian, etika profesi, dan standar prosedural tersebut secara praktis 
menjadikan laporan forensic accounting di Malaysia lebih “admissible-ready” 
serta lebih akuntabel dalam pembuktian tindak pidana korupsi (Nurbazla Ismail 
et al., 2021). 

Tabel berikut memberikan ringkasan perbandingan hasil temuan yang 
dijelaskan diatas: 

 
Table : 1 - Perbandingan Hasil Penelitian Kedudukan Laporan 

Investigasi Indonesia dengan Malaysia dalam Pembuktian TIPIKOR 
Topik 

Perbandingan 
Indonesia Malaysia 

Kerangka normatif 
utama 

KUHAP menutup jenis alat 
bukti (Pasal 183 dan 184) 
sehingga laporan investigatif 
tidak berdiri sebagai alat bukti 
mandiri. 

Evidence Act 1950 secara 
eksplisit mengenal expert 
evidence sebagai relevant facts 
(Section 45). 

Sistem pembuktian Negatief wettelijk: syarat 
minimal alat bukti sah + 
keyakinan hakim; fokus pada 
klasifikasi alat bukti. 

Fokus pada relevansi isu teknis 
dan competence ahli; perdebatan 
bergeser ke reliabilitas dan 
metodologi. 

Jalur 
“admissibility” 
laporan forensik 

Harus “masuk” KUHAP: 
lazim melalui keterangan ahli 
dan/atau surat; bobot naik 
bila ahli hadir dan diuji. 

Laporan forensik diposisikan 
sebagai bagian dari expert 
opinion; admissibility 
bertumpu pada Section 45 (isu 
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Topik 
Perbandingan 

Indonesia Malaysia 

science/art) dan status specially 
skilled. 

Fokus isu 
pembuktian tipikor 

Titik krusial pada unsur 
kerugian keuangan negara 
yang menuntut bukti teknis; 
menimbulkan perdebatan 
tentang “siapa yang 
berwenang menghitung”. 

Proof design lebih menerima 
bantuan ahli; fokus pada 
penerjemahan money trail/paper 
trail ke bukti yang dapat diuji di 
persidangan. 

Ruang normatif 
bagi akuntan 
publik 

Penjelasan Pasal 32 UU 
Tipikor membuka kanal 
“akuntan publik yang 
ditunjuk” untuk 
penghitungan (dalam konteks 
Pasal 32), namun tetap harus 
melewati gerbang KUHAP 
dan dinamika institusional. 

Tidak bergantung pada 
“penunjukan” untuk status 
bukti; yang menentukan adalah 
kebutuhan isu teknis (Section 
45) dan kompetensi ahli. 

Desain 
kelembagaan 
(gatekeeping) 

Cenderung dominasi lembaga 
audit negara sebagai rujukan; 
berpotensi menciptakan single 
gate/bottleneck dan perdebatan 
fairness prosedural. 

Investigasi oleh MACC dan 
penuntutan oleh AGC; expert 
evidence menjadi “jembatan” 
temuan investigatif ke 
pembuktian yudisial. 

Dinamika 
pascakodifikasi 
(trend terbaru) 

Penjelasan Pasal 603 KUHP 
(berlaku 2 Jan 2026) cenderung 
mengunci “kerugian 
keuangan negara” pada hasil 
pemeriksaan lembaga audit 
negara → memperkuat tarik-
menarik dengan Penjelasan 
Pasal 32 Tipikor. 

Tidak terdapat “penguncian 
otoritas audit negara” sebagai 
prasyarat bukti; penekanan 
tetap pada expert evidence + uji 
metodologi. 

Standarisasi & 
akuntabilitas 
profesi 

SJI 5300–5500 memperkuat 
metodologi, dokumentasi, dan 
batas peran; meningkatkan 
reliabilitas tetapi tidak 
otomatis memberi kepastian 
status pembuktian. 

By-Laws MIA memperkuat 
etika, independensi, konflik 
kepentingan, dan layanan 
dukungan litigasi (termasuk 
expert witness). 

Standar prosedural 
laporan ahli 

Tidak ada format prosedural 
“expert report” yang setara 
Order 40A; keterujian lebih 
bergantung pada praktik 
pemeriksaan ahli di sidang 
dan konstruksi alat bukti. 

Rules of Court 2012 (Order 40A) 
mengatur elemen minimal 
expert report dan menegaskan 
overriding duty to the Court, 
sehingga laporan lebih 
“admissible-ready”.  

Implikasi utama 
untuk kekuatan 
pembuktian 

Kekuatan laporan investigatif 
bersifat derivatif (bergantung 
pada kategori alat bukti 

Kekuatan laporan lebih 
langsung sebagai expert 
evidence, dengan penilaian 
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Topik 
Perbandingan 

Indonesia Malaysia 

KUHAP + dinamika otoritas 
penghitungan). 

bobot melalui uji kompetensi, 
metodologi, dan aturan 
prosedural expert report. 

 
SIMPULAN  

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan laporan jasa investigasi 
akuntan publik dalam pembuktian tindak pidana korupsi sangat ditentukan oleh 
desain sistem pembuktian dan tata kelola kelembagaan masing-masing negara. Di 
Indonesia, laporan investigatif akuntan publik tidak berdiri sebagai alat bukti 
mandiri, melainkan harus dikonstruksikan ke dalam kategori alat bukti KUHAP—
terutama sebagai keterangan ahli dan/atau surat—sehingga kekuatan 
pembuktiannya bersifat derivatif dan sangat dipengaruhi strategi pembuktian serta 
penilaian hakim, terutama pada pembuktian unsur kerugian keuangan negara yang 
secara praktik cenderung menguat pada kanal audit negara dan semakin 
memperoleh tekanan harmonisasi pascakodifikasi melalui pengaturan KUHP 
nasional. Sebaliknya, Malaysia menyediakan basis yang lebih eksplisit bagi 
penerimaan bukti keahlian melalui Evidence Act 1950 serta menormalisasi 
keterujian bukti ahli melalui kombinasi laporan dan testimoni, yang diperkuat oleh 
kerangka etik profesi (MIA) dan pedoman prosedural penyusunan expert report 
(Rules of Court 2012 Order 40A), sehingga laporan forensic accounting relatif lebih 
“admissible-ready” dan akuntabel dalam proses pembuktian. Keterbatasan 
penelitian ini terletak pada fokusnya yang bersifat yuridis normatif dan komparatif 
berbasis bahan hukum dan doktrin, sehingga belum menggali secara empiris variasi 
praktik pembuktian di persidangan, dinamika penerimaan hakim terhadap laporan 
investigatif akuntan publik, serta pola penggunaan dan pengujian expert evidence 
pada kasus-kasus konkret di kedua negara. Selain itu, pembahasan Malaysia 
terutama bertumpu pada kerangka umum pembuktian dan pedoman 
profesi/prosedural yang tersedia, sehingga tidak seluruh perbedaan dapat 
direduksi menjadi norma tertulis semata karena aspek budaya litigasi, praktik cross-
examination, dan kapasitas institusional dapat memengaruhi bobot bukti secara 
faktual. Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan pendekatan mixed-
methods untuk melengkapi temuan normatif dengan bukti empiris, misalnya 
melalui studi putusan, wawancara penegak hukum, serta analisis praktik 
persidangan terkait penggunaan laporan investigatif akuntan publik sebagai 
keterangan ahli/surat di Indonesia dan sebagai expert evidence di Malaysia. Selain 
itu, diperlukan penelitian lanjutan yang lebih spesifik untuk merumuskan model 
penguatan kerangka pembuktian Indonesia—termasuk standardisasi format 
laporan investigatif yang siap diuji di persidangan, pengaturan mekanisme 
penunjukan ahli yang independen, serta harmonisasi normatif terkait pembuktian 
kerugian keuangan negara—dengan tetap mempertimbangkan perbedaan tradisi 
civil law Indonesia dan common law Malaysia agar rekomendasi yang dihasilkan 
tidak bersifat transplantasi yang tidak seimbang dan tetap kontekstual terhadap 
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sistem hukum nasional. Ucapan terimakasih dapat disampaikan kepada pihak 
sponsor atau pendanaan, dapat juga kepada pihak-pihak yang terlibat dalam 
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